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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan 

perkembangan internet dan jaringan komputer serta perangkat lainnya. 

Internet banyak digunakan sebagai perpaduan antara telekomunikasi dan 

informatika. Perkembangan tersebut ternyata telah merubah cara pandang 

dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan 

terhapusnya batasan dalam interaksi sosial, sehingga mendorong terjadinya 

perubahan sosial dengan cepat. Perkembangan yang semakin maju ini harus 

diimbangi dengan adanya proteksi hukum yang tegas.  

Munir Fuadi1 menyampaikan bahwa dalam hukum harus perlu adanya 

pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, yang 

nantinya tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hukum mempunyai peranan 

yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara serta politik. 

Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, 

sehingga dengan adanya penegakan hukum, maka hukum menjadi 

kenyataan yang ditaati oleh setiap masyarakat. Tanpa adanya penegakan, 

hukum hanya akan menjadi rumusan konseptual yang tidak bernyali dan 

tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun.  

Konsep penegakan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu (1) total 

enforcement concept atau konsep penegakan hukum bersifat total, artinya 

 
1 Erna Lisnawati, Keabsahan alat bukti elektronik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.20/PUU-XVI/2016 dalam prespektif criminal justice system, Jurnal Magister Hukum Udayana, 

5(4), 2016, h. 678.  
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menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali. (2) Full enforcement concept atau konsep 

penegakan hukum yang bersifat penuh, artinya menyadari bahwa konsep 

total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagaianya demi perlindungan 

kepentingan individu. (3) Actual enforcement concept atau konsep 

penegakan hukum actual, artinya muncul setelah diyakini adanya diskresi 

dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang 

berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas 

perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat2.  

 

Pelaksanaan konsep penegakan hukum akan terlaksana melalui sistem 

peradilan pidana, dengan tahapan penyidikan, penyelidikan sampai pada 

peradilan oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan. Tahapan proses peradilan 

pidana di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana atau KUHAP, diawali dengan penyelidikan dan 

penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai 

dengan hukuman dijatuhkan oleh aparatur penegak hukum yang berwenang 

sesuai dengan fungsinya masing-masing3. Hal yang sangat penting dalam 

hukum acara pidana adalah alat bukti.  

Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian tentang benar atau 

tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan 

bagian terpenting dari acara pidana4. Alat bukti merupakan bahan-bahan 

yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan gugatan dalam 

pengadilan dan juga bisa berupa bahan-bahan yang digunakan untuk 

 
2 Muhammad T. Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari 

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan 

Bintang, h.73-74.  
3 Erna Lisnawati, Keabsahan alat bukti elektronik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.20/PUU-XVI/2016 dalam prespektif criminal justice system, Jurnal Magister Hukum Udayana, 

5(4), 2016, h. 678.  
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.249.  
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membantu gugatan5. Dalam persidangan pembuktian alat bukti adalah objek 

yang sangat penting. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menjelaskan alat bukti 

dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 

dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian KUHAP hanya alat bukti yang 

sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian.  

Perkembangan teknologi membuat hukum pidana dan hukum acara 

pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis di masyarakat 

mengingat dilema yang dihadapi adalah terkadang suatu aturan yang jauh 

tertinggal dan tidak lagi relevan untuk digunakan dalam menyikapi pola 

kajahatan di era digitalisasi sekarang ini6. Sehingga seiring dengan 

perkembangan digital menimbulkan lahirnya peraturan yang mengatur 

terkait alat bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang kemudian di perbarui ke 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang ITE merupakan undang-undang pertama yang mengatur 

terkait bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk 

legislasi yang dibutuhkan dan telah menjadi pionir dasar pengaturan di 

bidang pemanfaat ITE. 

 

Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

pembahasan terkait alat bukti elektronik dimuat dalam beberapa 

pengundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumen Perusahan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Terorisme, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 
5 Muhammad I. Tarigan, Alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia, Jurnal Ius 

Civile, h. 90.  
6 Arief Heryogi, Masruchin Ruba’I, dan Bambang Sugiri, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 2017, h.8.  
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Keigi iatan meilalui i si isteim eileiktroni ik yang meinggunakan ruang cybeir 

adalah keigi iatan yang siifatnya vi irtual, namun masi ih dalam liingkup 

peirkeimbangan saat i ini i, seihi ingga dapat di ikateigori ikan seibagai i ti indakan atau 

peirbuatan hukum yang nyata. Keigi iatan dalam ruang cybeir beirdampak 

sangat nyata walaupun alat buktiinya beirsi ifat eileiktroni ik. Oleih kareinanya 

peirkeimbangan teiknologi i iinformasi i dan komuni ikasi i saat i inii bagai ikan 

peidang beirmata dua, dampak posi iti ifnya dapat meimbeiri ikan keiseijahteiraan, 

keimajuan, dan peiradaban manusi ia, namun dampak neigati tifnya dapat 

meinjadi i sarana eifeikti if untuk meilakukan peirbuatan meilawan hukum7. 

Contoh kasus dalam prakteik peiradi ilan yang mana meinggunakan 

dokumein eileiktroni ik seibagai i alat bukti inya, yai itu Putusan Piidana dii 

Peingadi ilan Neigeiri i Seikayu Nomor 11/Piid/B/2015/PN dan Putusan Piidana di i 

Peingadi ilan Neigeiri i Jakarta Pusat Nomor 777/Piid.B/PN.JKT.PST. Putusan 

Peingadi ilan Neigeiri i Seikayu Nomor 11/Pi id/B/2015/PN. SKY tanggal 25 

Feiburuari i 2015 An. Teirdakwa Sdr. Romli i biin Nawawi i dalam peirkara 

peincuri ian deingan peimbeiratan, teirdapat alat bukti i caseit di isc beiri isi i reikaman 

CCTV. Putusan Piidana di i Peingadi ilan Neigeiri i Jakarta Pusat Nomor 

777/Piid.B/PN.JKT.PST. tanggal 24 Oktobeir 2016 An. Teirdakwa Sdri i. 

Jeissi ica Kumala dalam peirkara peimbunuhan, dalam beirkas peirkara teirdapat 

alat bukti i eileiktroni ik beirbeintuk reikaman CCTV seibagai i alat bukti i.  

 
7 Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya sebagai Alat 

Bukti dalam Perkara Perdata, Rechtidee, 11(2), 2016, h.183.  
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Namun, pada prakteiknya i impleimeintasi i dari i Undang-Undang IiTEi i ini i 

ti idaklah mudah dan meingalami i peirsoalan-peirsoalan dalam peineirapan di i 

peirsi idangan. Seibab keihadi iran bukti i eileiktroni ik dalam peirsi idangan 

meini imbulkan kontroveirsi i. Peingaturan bukti i eileiktroni ik ti idak di iatur dalam 

KUHAP, namun hanya di iatur dalam undang-undang yang si ifatnya khusus. 

teirdapat peirbeidaan keibi ijakan meingeinai i status alat bukti i eileiktroni ik, yakni i 

dalam peirundang-undangan yang satu alat bukti i eileiktroni ik di iakui i seibagai i 

peirluasan alat bukti i peitunjuk, seidangkan dalam peirundang-undangan yang 

lai in di iakui i seibagai i alat bukti i yang beirdi iri i seindi iri i

8.  

Seilai in teirdapat salah satu beintuk keisuli itan dalam peinggunaan 

dokumein eileiktroni ik seibagai i alat bukti i eileiktroni ik, yakni i sangat reintang 

untuk diiubah, di isadap, di ipalsukan dan di iki iri im keibeirbagai i peinjuru neigeiri i 

dalam hi itungan si ingkat. Oleih kareinanya sangat peinti ing untuk meingeitahui i 

jeini is dan beintuk peinjami inan alat bukti i eileiktroni ik yang di igunakan dalam 

peirsi idangan.  

Keiweinangan Mahkamah Konsti itusii dalam meinguji i keiteintuan undang-

undang teirhadap Undang-Undang Dasar 1945 beirdasarkan pada teiori i tri ias 

poli itiika, meinyeibabkan keikuasaan peimeiri intah di i bagi i meinjadi i tiiga jeini is, 

yai itu leigi islati if, eikseikuti if dan yudi ikati if9. Keikuaasaan leigi islati if meirupakan 

keikuasan dalam meimbuat peiraturan peirundang-undangan, keikuasaan 

eikseikuti if meirupakan keikuasaan dalam meinjalankan peiraturan peirundang-

undangan, dan keikuasaan yudi ikati if meirupakan keikuasaan dalam meingawasi i 

 
8 Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama, 2012, h.222.  
9 I Nengah Ariana, Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan 

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, 2022, h.3.  
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dan meingadi ili i

10. Mahkamah Konsti itusii meirupakan salah satu leimbaga 

neigara yang meilaksanakan keikuasaan yudi ikati if, seihi ingga salah satu 

keiweinanganya meinguji i peiraturan peirundang-undangan.  

Beirdasarkan urai ian latar beilakang seibeilumnya, peineili iti i iingi in meincari i 

tahu dan meinganali isi is teirkai it sah atau ti idaknya dokumein eileiktroni ik seibagai i 

alat bukti i dalam peirsi idangan, dan seibagai imana adanya putusan mahkamah 

konsti itusii yang meini imbulkan kontroveirsi i dalam duni ia hukum. Maka 

peineili iti i meingajukan seibuah peineili iti ian deingan judul “Keiabsahan Alat Buktii 

Dokumein Eileiktroni ik dalam Peirsi idangan Peirkara di i Peingadi ilan Mahkamah 

Konsti itusii”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Beirdasarkan pada urai ian latar beilakang seibeilumnya, maka rumusan 

masalah yang di iambi il dalam peineili iti ian i ini i, yai itu:  

1.2.1 Bagai imana keiabsahan dokumein eileitroni ik seibagai i alat bukti i dalam 

peimbukti ian peirsi idangan Hukum Acara Mahkamah Konsti itusii? 

1.2.2 Bagai imana keikuatan peimbukti ian dokumein eileiktroni ik dalam Hukum 

Acara Mahkamah Konsti itusii dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

Teintang IiTEi di ipeirbarui i deingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

Teintang IiTEi? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan pada peirtanyaan rumusan masalah seibeilumnya, maka 

tujuan dalam peineili iti ian i ini i, yai itu:  

 
10 I Nengah Ariana, Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik 

berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, 2022, h.3. 



7 

 

 

 

1.3.1 Meinganali isi is dan meinjabarkan teirkai it keiabsahan dokumein eileitroni ik 

seibagai i alat bukti i dalam peimbukti ian peirsi idangan Hukum Acara 

Mahkamah Konsti itusi i. 

1.3.2 Meinganali isi is dan meingeitahui i keikuatan peimbukti ian dokumein eileiktroni ik 

dalam Hukum Acara Mahkamah Konsti itusi i dan Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 Teintang IiTEi di ipeirbarui i deingan Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 Teintang IiTEi. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Di iharapkan nanti inya peineili iti ian i ini i dapat meimbeiri ikan manfaat, bai ik 

seicara teiori iti is maupun seicara prakti is. 

1.4.1 Manfaat Teiori iti is 

Hasi il peineili iti ian i ini i di iharapkan dapat meimbeiri ikan gambaran teirkai it 

keiabsahan dan keikuatan alat bukti i eileiktroni ik seibagai i alat bukti i dalam 

peimbukti ian peirsi idangan Hukum Acara Mahkamah Konsti itusi i. Seilai in i itu 

di iharapkan peineili iti ian i ini i dapat meimbeiri ikan sumbangan peirkeimbangan 

teiori i dan prakteik hukum.  

1.4.2 Manfaat Prakti is  

Hasi il peineili iti ian i ini i diiharapkan dapat meimbeiri ikan i informasi i bagi i 

masyarakat teirkai it deingan peirkeimbangan alat buktii eileiktroni ik dalam 

peirsi idangan. Seihi ingga masyarakat dapat meinjadi i leibi ih bi ijak dalam 

meingi ikuti i peirkeimbangan teiknologi i dan i informasi i. 
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1.5    Tinjauan Pustaka 

1.5.1     Landasan Konseptual 

Untuk meinghi indari i adanya peinafsi iran atau i inteirpreitasi i yang 

beirbeida deingan kata atau iisti ilah yang diigunakan oleih peineili itii dalam 

judul skri ipsi i, maka peineili iti i meimbeiri ikan peingeirti ian atau batasan 

konseip-konseip yang teirdapat dalam judul skri ipsi i seibagai i beiri ikut: 

a. Keiabsahan 

Meinurut Kamus Hukum, Keiabsahan di ijeilaskan dalam 

beirbagai i bahasa, yai itu convaleisceirein, convaleisceinti iei, yang 

meimi iliiki i makna sama deingan to vali idatei, to leigali izei, to ratiify, to 

acknowleidgei, yang arti inya meingeisahkan, atau peingeisahan suatu 

hal seibagai i contoh dari i adanya peingeisahan rancangan undang-

undang yang di iajukan oleih DPR yang ti idak di isahkan DPR pada 

masa (tahun) yang sama. Dari i peingeirti ian i ini i keiabsahan beirarti i 

seisuatu yang pasti i. Keiabsahan hukum meineikankan pada 

keipeircayaan masyarakat teirhadap sumbeir hukum seicara nyata, 

yang dapat di ili ihat dan di ibuktiikan seicara kasat mata, nyata, dan 

pasti i. Keiabsahan hukum dii Iindoneisi ia teilah di ituangkan dalam 

peiraturan teirtuli is, seipeirti i Peiraturan Peirundang-Undangan, 

Peiraturan Peimeiri intah, Surat Eidaran, dan beibeirapa jeini is peiraturan 

hukum teirtuli is lai innya. 
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b. Dokumein Eileiktroni ik 

Dokumein eileiktroni ik adalah seiti iap i informasi i eileiktroni ik 

yang di ibuat, di iteiruskan, di iki iri imkan, di iteiri ima, atau di isi impan 

dalam beintuk analog, di igi ital, eileiktromagneiti ik, optiikal, atau 

seijeini isnya, yang dapat di iliihat, di itampi ilkan, dan/atau di ideingar 

meilalui i komputeir atau si isteim eileiktroni ik, yang ti idak teirbatas pada 

tuliisan, suara, gambar, peita, rancangan, foto, atau seijeini isnya, 

huruf, tanda, angka, kodei akseis, si imbol atau peirforasi i yang 

meimi iliiki i makna atau arti i atau dapat di ipahami i oleih orang yang 

mampu meimahami inya11.  

Seilai in i itu dokumein eileiktroni ik dapat di iarti ikan seibagai i 

seigala i informasi i yang meinggunakan meidi ia eileiktroni ik di imana 

dokumein teirseibut harus dalam keiadaan di ibuat, di iteiruskan, 

di iki iri im, diiteiri ima, dan di isiimpan seicara eileiktroni ik. Dokumein 

teirseibut ti idak dapat di iraba, di iseintuh, atau di ili ihat tanpa 

meinggunakan meidi ia eileiktroni ik. Peinyi impangan teirhadap 

dokumein eileiktroni ik dapat di ilakukan seicara di igi ital, 

eileiktromagneiti ik, opti ikeil atau seijeini isnya yang dapat di iliihat, 

di itampi ilkan, atau di ideingar meilalui i peirangkat komputeir. 

c. Proseis Peirsi idangan 

Meinurut Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia, proseis adalah 

runtutan peirubahan (peiri isti iwa) dalam peirkeimbangan seisuatu, 

 
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
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rangkai ian ti indak peimbuatan, atau peingeilolahan yang 

meinghasi ilkan produk, peirkara dalam peingadi ilan. Seidangkan 

peirsi idangan adalah seirangkai ian proseis peimeiri iksaan, meingadi ili i 

dan meimutus peirkara yang di ilakukan oleih Haki im/Majeili is Haki im 

di i dalam atau di i luar geidung peingadi ilan teirmasuk peirsi idangan 

yang di ilakukan seicara eileiktroni ik. Si idang meimi iliiki i peingeirti ian 

seibagai i wadah atau forum formal yang di ibeintuk dan meimi ili iki i 

tujuan untuk meimbahas peirmasalahan dan peirsoalan teirteintu 

untuk meinghasi ilkan suatu konseisus atau keiseipakatan yang 

nanti inya akan di iputuskan meinjadi i keiteitapan. 

d. Mahkamah Konsti itusi i 

Di i iindoneisi ia ada beibeirapa jeini is hukum acara yang dapat 

di ijeilaskan seibagai i beiri ikut: 

a) Hukum Acara Pi idana, yai itu seirangkai ian aturan dan 

proseidur yang meingatur tata cara peineigakan hukum yang 

teirkai it deingan ti indak pi idana. Hukum acara pi idana di iatur 

oleih Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana; 

b) Hukum Acara Peirdata, yai itu peiraturan hukum yang 

meineintukan bagai imana cara peinyeileisai ian peirkara peirdata 

meilalui i badan peiradi ilan. Hukum acara peirdata di iatur oleih 

Heirzi iein Iinlandsch Reigleimeint di i Jawa dan Madura, atau 

Reichtreigleimeint voor dei Bui iteingeiweistein untuk wi ilayah 

di iluar Jawa dan Madura. 
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c) Hukum Acara Peiradi ilan Agama, yai itu keiseiluruhan dari i 

peiraturan atau norma hukum yang meingatur tata cara orang 

atau badan pri ibadi i yang beiragama Iislam untuk 

meimpeirtahankan dan meilaksanakan hak-haknya di i 

Peiradi ilan Agama. Hukum acara peiradi ilan agama di i 

Iindoneisi ia di iatur oleih Undang-Undang Peiradi ilan Agama. 

d) Hukum Acara Peiradi ilan Tata Usaha Neigara, yai itu hukum 

formal yang beirtugas meingatur proseidur dari i jalannya 

si isteim peiradi ilan tata usaha neigara dari i mulai i peingajuan 

gugatan sampai i pada keiluarnya putusan haki im. Hukum 

acara peiradi ilan tata usaha neigara di iatur oleih Undang-

Undang Peiradi ilan Tata Usaha Neigara.  

e) Hukum Acara Mahkamah Konsti itusii, yai itu hukum formi il 

yang beirfungsi i untuk meineigakkan hukum mateiri ilnya yang 

meirupakan bagi ian dari i hukum konstiitusi i yang meinjadi i 

weiweinang dari i Mahkamah Konsti itusi i. Di i Iindoneisi ia Hukum 

acara Mahkamah Konsti itusii di iatur oleih Undang-Undang 

Mahkamah Konsti itusi i. 

Mahkamah konsti itusi i meirupakan salah satu leimbaga neigara 

peilaku keikuasaan keihaki iman yang meirdeika untuk 

meinyeileinggarakan peiradi ilan guna meineigakkan hukum dan 

keiadi ilan. Keiweinangan yang di imi ili ikii oleih mahkamah konsti itusii, 

antara lai in:  
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a) Meinguji i Undang-Undang teirhadap Undang-Undang Dasar; 

b) Meimutus seingkeita keiweinangan leimbaga neigara yang 

keiweinangannya di ibeiri ikan oleih Undang-Undang Dasar; 

c) Meimutus peimbubaran partai i poli itiik; 

d) Meimutus peirseili isi ihan teintang hasi il peimi ili ihan umum. 

Seilai in iitu mahkamah konstiitusi i juga meimi iliiki i satu 

keiwaji iban, yai itu waji ib meimbeiri ikan putusan atas peindapat DPR 

meingeinai i dugaan peilanggaran oleih Preisi idein dan/atau Waki il 

Preisi idein meinurut Undang-Undang Dasar. Peilanggaran di imaksud 

seibagai imana di iseibutkan dan di iatur dalam keiteintuan Pasal 7A 

Undang-Undang Dasar 1945 yai itu meilakukan peilanggaran hukum 

beirupa peinghi ianatan teirhadap neigara, korupsi i, peinyuapan, ti indak 

pi idana lai innya atau peirbuatan teirceila, dan/atau ti idak lagi i 

meimeinuhi i syarat seibagai i Preisi idein dan/atau Waki il Preisi idein 

seibagai imana di imaksud dalam Undang-Undang Dasar Neigara 

Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945. 

1.5.2     Landasan Yuridis 

Deingan adanya peirkeimbangan teiknologi i i informasi i yang ada saat 

i ini i meimbuat masyarakat di ikeinalkan deingan adanya alat bukti i 

eileiktroni ik beirupa dokumein eileiktroni ik seihi ingga meimunculkan beibeirapa 

peiraturan peirundang-undangan yang meirupakan landasan yuri idi is darii 

peineili iti ian i ini i, yai itu: 
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a. Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 meirupakan keiseiluruhan 

naskah yang teirdi iri i dari i Peimbukaan dan pasal-pasal (Pasal IiI i 

Aturan Tambahan). Seibagai i hukum dasar teirtuli is pada haki ikatnya 

Undang-Undang Dasar 1945 hanya meimuat aturan dasar atau 

pokok dari i keihi idupan keineigaraan, seidangkan aturan yang leibi ih 

ri inci i lazi imnya akan di ituangkan leibi ih lanjut dalam beintuk 

peiraturan peirundang-undangan di i bawahnya. 

Undang-Undang Dasar 1945 meirupakan sumbeir hukum 

teirti inggi i dari i keiseiluruhan produk hukum yang ada di i Iindoneisi ia. 

Undang-Undang Dasar 1945 juga meimpunyai i fungsi i seibagai i alat 

kontrol untuk meingontrol apakah norma hukum yang leibi ih 

reindah seisuai i atau ti idak deingan norma hukum yang leibi ih ti inggii. 

b. Ki itab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) 

Ki itab Undang-Undang Hukum Pi idana (KUHP) adalah 

peiraturan peirundang-undangan yang meinjadi i dasar hukum pi idana 

yang beirada di i wi ilayah Iindoneisi ia. KUHP di igunakan untuk 

meingadi ili i peirkara pi idana deingan tujuan untuk meili indungii 

keipeinti ingan umum, seipeirti i keiamanan, keiteintraman, 

keiseijahteiraan, dan keiteirti iban umum. Hukum pi idana meirupakan 

beintuk upaya teirakhi ir seibagai i beintuk peinyeileisai ian dari i seibuah 

peirkara. Seihi ingga hukum pi idana meimi ili iki i sanksi i yang beirsi ifat 
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meimaksa, seipeirti i halnya yang teirtuang dalam KUHP maka 

di ibeiri ikan sanksi i pi idana. 

c. Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana (KUHAP) 

Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana (KUHAP) 

adalah peiraturan peirundang-undangan hukum di i Iindoneisi ia yang 

meingatur teintang peilaksanaan formal dari i hukum pi idana. 

KUHAP meirupakan dasar hukum bagi i seiluruh aparat peineigak 

hukum, seipeirti i Keipoli isi ian, Keijaksaan Reipubli ik Iindoneisi ia, dan 

Peingadi ilan Agama untuk meilaksanakan keiweinangannya. KUHAP 

meingatur teintang proseis peinyi idi ikan, peinyeili idi ikan, peinahanan, 

peinangkapan, dan hal lai in yang meinjadi i proseidur dari i adanya 

ti indak pi idana yang teilah di iatur dalam KUHP. 

d. Undang-Undang IiTEi 

Undang-undang i informasi i dan transaksi i eileiktroni ik adalah 

undang-undang yang meingatur meingeinai i i informasi i dan transaksi i 

eileiktroni ik. Undang-undang i ini i meimi iliiki i yuri isdi iksi i yang beirlaku 

untuk seitiiap orang yang meilakukan peirbuatan hukum 

seibagai imana di iatur dalam undang-undang i ini i, bai ik yang beirada 

di i wi ilayah Iindoneisi ia maupun di i luar wi ilayah hukum Iindoneisi ia, 

yang meimi ili ikii aki ibat hukum dii wi ilayah hukum Iindoneisi ia dan 

atau di i luar wi ilayah hukum Iindoneisi ia dan meirugi ikan keipeinti ingan 

Iindoneisi ia. 
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Di i Iindoneisi ia Undang-Undang i ini i peirtama kali i di isahkan 

meilalui i Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang keimudi ian 

di ireivi isi i deingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Iinformasi i 

eileiktroni ik di isi inii adalah seibagai i satu ataupun seikumpulan data 

eileiktroni ik. 

e. Peiraturan Peimeiri intah (PP) 

Peiraturan Peimeiri intah (PP) adalah salah satu peiraturan 

peirundang-undangan di i Iindoneisi ia yang di iteitapkan oleih Preisi idein 

pada ti ingkat pusat seidangkan untuk wi ilayah atau daeirah akan 

di iteintukan oleih eikseikuti if untuk meinjalankan peiraturan dan 

Undang-Undang seibagai imana meisti inya untuk di ijadi ikan pondasi i 

atau landasan dasar. Di i Iindoneisi ia saat i ini i yang meinjadi i PP untuk 

meingatur teintang dokumein eileiktroni ik teirtuang dalam PP No. 71 

Tahun 2019 yang meirupakan peimbaruhan dari i PP No. 82 Tahun 

2012 teintang Peinyeileinggaraan Si isteim dan Transaksi i Eileiktroni ik. 

1.5.3     Landasan Teoritis 

Iilmu hukum normati ivei meirupakan probleim solvi ing, arti inya 

anali isi is i ilmiiah teintang cara meimeicahkan beirbagai i peirmasalahan 

hukum. Dalam i ilmu hukum normati ivei meimeirlukan:  

a. Bahan Hukum (Leigal Soueirceis), seipeirti i peiraturan peirundang-

undangan dan putusan hukum. 
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b. Prakti ik Hukum (Leigal Prakti ik), seipeirti i peingacara, haki im dan 

jaksa12. 

Jeini is teiori i hukum normati ivei dalam peirspeikti if i ilmu hukum, 

yai itu13: 

a. Teiori i Hukum Keiheindak  

Teiori i hukum keiheindak meinjeilaskan teirkai it deingan hukum 

dalam konseip si isteim hukum yang dapat di itari ik dari i si impul-

si impulnya, yai itu: 

a) Hukum di ipahami i seibagai i hi impunan si imbol yang 

meinjeilaskan keimauan, pi ihak yang beirdaulat dalam 

neigara, beirkeinaan deingan peiri ilaku yang teirjadi i 

kareina kasus teirteintu antar orang peirseiorangan atau 

antar keilompok. 

b) Seiti iap ti indakan meinurut hukum meirupakan keiheindak 

pi ihak yang beirdaulat dan bukan kareina di iwaji ibkan 

atau di ii izi inkan meinurut peiraturan peirundang-

undangan, oleih kareina i itu hukum posi iti if adalah fakta 

bukan ni ilai i. 

c) Keiheindak pi ihak yang beirdaulat harus di iarti ikan 

keiheindak mutlak yang waji ib diiteiri ima dan di itaati i oleih 

rakyat yang di ipeiri intah atau pi ihak bawahan. 

d) Siisteim hukum dalam arti i keiseiluruhan peiraturan 

peirundang-undangan yang vali id beirasal dari i 

keiheindak pi ihak beirdaulat pada momeintum waktu 

teirteintu dan dalam masyarakat teiteintu seicara faktual 

di itaati i dan di iteigakkan seisuai i deingan pri insi ip keisatuan 

keiheindak. 

 

b. Teiori i Hukum Norma-Murni i  

Teiori i i ini i meirupakan teiori i hukum posiitiivi ismei normati ive i 

beirdasar bahwa hukum i ideinti ik deingan norma murni i dalam arti i 

 
12I Dewa G. Atmadja dan I Nyoman P. Budiartha, Op.Cit., h.100. 
13 I Dewa G. Atmadja dan I Nyoman P. Budiartha, Op.Cit.,h. 125.  
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obyeikti if beibas dari i ni ilai i i ideiologi is, eitiis, dan sosi iologi is, iinti i darii 

teiori i i ini i, yai itu: 

a) Hukum seibagai i peiraturan meirupakan einti itas yang 

abstrak (das sollein) meingandung makna normati ivei, 

kareina i itu Iilmu Hukum adalah i ilmu normati ivei yang 

beirfungsi i meinjeilaskan masalah pokok teintang norma 

dan bukan untuk meimbukti ikannya. 

b) Iisti ilah norma di igunakan meingganti ikan kata ‘rulei’ 

(peiraturan) kareina dua alasan: (1) di itakutkan 

peinggunaan i isti ilah ‘rulei’ (peiraturan) akan konfi ius 

deingan i ilmu-i ilmu alam; (2) kata ‘rulei’ ti idak teipat 

untuk meiliiput kasus norma speisi ifi ik meingeinai i 

ti indakan yang beirsi ifat ti idak meineintu. Teirutama juga 

kareina teiori i i ini i teikanan utamanya pada masalah 

“norma-norma umum”. 

c) Beirkeinaan deingan makna norma seibagai i eikpreisi i dari i 

i idei meingeinai i apa yang seihrusnya di ilakukan oleih 

seiseiorang, meimuat eimpat proposi isi i yai itu: (1) norma 

beirarti i ti indakan yang di ikeiheindaki i, yang si ifatnya 

logi is; (2) seimua norma meiski i dalam satu tata hukum 

nasi ional di ibeintuk kareina ti indakan nyata yang 

di ikeiheindaki i; (3) norma dasar (grundnorm) dari i tata 

hukum nasi ional adalah norma yang di iandai ikan dalam 

peirnyataan i ilmu hukum yang meimbeintuk tata hukum 

nasi ional i itu; (4) norma dasar/grundnorm yang 

di iandai ikan, beintuknya logi is dalam arti i ti indakan yang 

di ikeiheindaki i i itu i isi inya i imagi inasi i yang seiharusnya.  

d) Peiraturan hukum dalam makna norma-murni i adalah 

proposi isi i normatiivei, di ipeirteigas oleih beibeirapa 

peirnyataan dalam i ilmu hukum meinjadi i bagi ian hukum 

posi itiif, sumbeirnya teirdi iri i atas tiindakan leigi islasi i. 

Peiraturan hukum dalam arti i norma murni i i itu teirdi iri i 

atas eimpat ti ipei norma meinurut fungsi inya yai itu: (a) 

norma peiri intah, (b) norma iizi in, (c) norma 

keiweinangan, dan (d) norma deirogasi i. 

e) Meirujuk doktri in dalam si isteim hukum, norma dasar/ 

grundnorm meirupakan sumbeir konsti itusiional 

keiseiluruhan norma-norma yang beirasal dari i peiri iode i 

waktu konsti itusii i itu diiteitapkan teirmasuk 

peirubahannya, dan peirubahan norma-norma i itu hanya 

teirjadi i apabi ila ada peilanggaran teirhadap konsti itusi i. 
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c. Teiori i Hukum Psi ikologi i  

Beirpri insi ip bahwa peiraturan hukum di ipandang seibagai i 

peirceirmi inan i idei-i idei yang beirada dalam i imagi inasi i, feinomeina 

si isteim hukum seibagai i beiri ikut:  

a) Eiksi isteinsi i peiraturan hukum hanya atas dasar latar 

beilakang psi ikologi i, dii mana peiraturan i itu, seipeirti i 

halnya peiraturan teintang peiri ilaku lai innya adalah sama 

deingan peiraturan yang di ici ita-ci itakan. 

b) Meingeinai i peiraturan yang di ici ita-ci itakan ada dua 

pandangan, ada yang meimahami inya bahwa hukum 

yang di ici ita-ci itakan seibagai i beintuk peiri intah yang 

i indeipeindein (peindapat Oli iveircona), di ipi ihak lai in Alf 

Ross meimahami i peiraturan yang di ici ita-ci itakan 

meirupakan beintuk i instruksi i atau peiri intah sama 

deingan peiri intah hukum posi itiif. 

c) Psiikologi i meirupakan bagi ian yang beirpeiran kareina 

konsti itusiionali itas beikeirjanya hukum seicara eifeikti if 

dalam arti i bai ik i itu undang-undang (formal 

leigi islatiion), putusan peingadi ilan (judi ici ial deici isi ion), 

ti indak peimeiri intahan (admi ini istrati ion beihavi ior) 

meimbutuhkan paksaan fi isiik seibagai i wujud 

peilakanaan keikuasaan. 

d) Iilmu hukum meindeiskri ipsi ikan bahwa si isteim hukum 

nasi ional adalah suatu skeima peinafsi iran teirhadap 

pri ilaku yang di imoti ivasi i oleih i ideiologi i peijabat, 

teirmasuk ni ilai i-ni ilai i leigali itas dan konsti itusiionali itas. 

e) Leibi ih jauh vali idi itas peiraturan meinurut Iilmu hukum 

adalah peiraturan yang dapat di ipreidi iksi i meimeingaruhi i 

peiri ilaku veirbal para peijabat. 

 

d. Teiori i Hukum Peiri ilaku  

Teiori i i ini i di igunakan seibagai i usaha untuk meincari i konseip-

konseip yang dapat meinjeilaskan makna dari i peirnyataan-

peirnyataan teintang peiri ilaku manusi ia yang dapat di iamati i, yai itu: 

a) Pola-pola peiri ilaku masyarakat meirupakan sandaran 

untuk meinjeilaskan konseip-konseip seipeirti i kontrak, 

hak, keiwaji iban, keipeimi iliikan, korporasi i dalam 

keirangka si isteim hukum dan peiraturan hukum. 
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b) Peiraturan hukum meirupakan si isteim hukum yang 

meinurut Iilmu Hukum ti idak lai in meinjadi i meisi in 

keiadi ilan bagi i leimbaga peineigakan hukum, dan 

meinurut i ilmu sosiial seibagai i “aturansi ituasi i” fokus 

pada probleim peiri ilaku dan psi ikologii. 

c) Konseip-konseip hukum seipeirti i kontrak, hak, 

keiwaji iban, keipeimi ili ikan, korporasi i, peiraturan hukum 

dalam anali isi isnya di ipeirkaya kareina peingaruh 

sosi iologii, seihi ingga beirkai itan deingan konseip-koseip 

sosi ial lai innya. 

d) Dalam seiti iap masyarakat meimi ili ikii ‘peiraturan pri imeir’ 

(pri imary rulei) dan ‘peiraturan seikundeir’ (seicondary 

rulei). Peiraturan pri imeir pali ing seidi iki it beirkai itan 

deingan ti iga peirsoalan pokok yai itu: keikeirasan 

(vi ioleincei), peincuri ian (theift), dan peini ipuan (deiceipti ion) 

meimeirlukan preissurei sosi ial beirupa paksaan fi isi ik dan 

keiwaji iban yang beirada pada ‘peiraturan seikundeir’ 

(seicondary rulei) teirdi iri i atas ti iga norma yai itu: norma 

peingakuan, norma peirubahan, dan norma adjudi ikasi i 

(peinghukuman atau peinyeileisai ian seingkeita). 

e) Keisatuan dari i ‘peiraturan peirtama’ (pri imary rulei) dan 

‘peiraturan keidua’ (seicondary rulei) seibagai i satu 

keisatuan meirupakan si isteim hukum fokus utamanya 

utntuk meinganali isi is tugas (duty) seilanjutnya untuk 

meinganali isi is koseip-konseip lai innya beikeinaan deingan 

standard pola-pola peiri ilaku masyarakat. 

 

e. Teiori i Hukum Seingkeita  

Teiori i hukum seingkeita meinjeilaskan eiksi isteinsi i si isteim hukum 

dalam keirangka konfli ik yuri idi ikal, yai itu: 

a) Seijati inya obyeik i ilmu hukum iitu tiidak lai in akti ivi itas 

peijabat khususnya haki im. 

b) Peiraturan hukum beirfungsi i seibagai i eix post facto 

untuk meirasi ionali isasi i putusan haki im atau peirundang-

undangan seibagai i peidoman untuk meinjustiifi ikasi i 

putusan peingadi ilan. 

c) Teiori i hukum seingkeita meinolak asas-asas logi ika 

hukum bai ik asas subsumsi i, asas eiklusi i, asas deirogasi i, 

maupun asas non-kontradi iksii. 

d) Beirkai itan deingan peinolakannya teirhadap asas 

subsumsii dan asas eiklusi i, teiori i hukum seingkeita juga 

meinolak paham suatu si isteim hukum beirsi ifat teirtutup, 

teitapi i si isteim hukum iiu beirsi ifat teirbuka. 
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e) Keirteirbukaan dari i suatu “systeim hukum”, 

meinampakkan di iri i bahwa komponein si isteim hukum 

i itu meirupakan satu keisatuan hi impunan peiraturan, 

asas-asas, peipatah-peiti iti ih (maxi im), doktri in, moral, 

keibi ijakan, dan klasi ifi ikasi i yang di inami is, yang 

di iteimukan seibagai i bagi ian dari i tradi isi i para peijabat 

peingadi ilan dalam meinyeileisai ikan konfli ik yuri idi ikal. 

 

Yang meinjadi i landasan teiori iti is dalam peineili iti ian i ini i adalah teiori i 

peimbukti ian hukum yang di ijeilaskan seibagai i beiri ikut: 

a. Teiori i Peineigakan Hukum 

Peineigakan hukum adalah proseis di ilakukannya upaya untuk 

meineigakkan atau meimfungsi ikan norma hukum seicara nyata 

seibagai i peidoman peiri ilaku dalam hubungan-hubungan di i 

keihi idupan beirmasyarakat dan beirneigara14. Peineigakan hukum 

dapat di iti injau dari i subjeiknya, Peineigakan hukum dapat di iti injau 

dari i subjeiknya, peineigakan hukum teirseibut meili ibatkan seimua 

subjeik hukum dalam seiti iap hubungan hukumnya seibagai i upaya 

aparatur peineigakan hukum untuk meinjami in dan meimasti ikan 

bahwa suatu aturan hukum beirjalan seisuai i deingan seimeisti inya. 

Peineigakan hukum juga dapat di iti injau dari i objeiknya yai itu dari i 

seigi i hukumnya yang meincakup ni ilai i-ni ilai i keiadi ilan yang 

teirkandung dalam aturan formal maupun yang teirkandung dalam 

keihi idupan masyarakat. 

Peineigakan hukum harus meimbeiri ikan keimanfaatan ataupun 

keigunaan bagi i masyarakat. Peineigakan hukum yang 

 
14 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Edisi 59, 2019, h.4  
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meingutamakan keipasti ian hukum akan meimbawa masalah apabi ila 

peineigakan hukum teirseibut ti idak dapat di iseileisai ikan beirdasarkan 

hati i nurani i dan keiadi ilan. Aspeik yang sangat peinti ing dalam 

peineigakan hukum i ialah keiadi ilan, keimanfaatan dan keipasti ian 

hukum. Dalam meineigakkan hukum, niilai i-ni ilai i keiadi ilan yang 

meirupakan ni ilai i dasar fi ilsafat dan ni ilai i-ni ilai i dasar keimanfaatan 

meirupakan satu keisatuan yang beirlaku seicara sosi iologiis, seirta 

ni ilai i dasar keipasti ian hukum yang meirupakan satu keisatuan yang 

seicara yuri idi is harus di iteirapkan seicara seii imbang dalam peineigakan 

hukum15.  

b. Teiori i Keipasti ian Hukum 

Keipasti ian meimi ili iki i arti i “keiteintuan; keiteitapan” seidangkan 

ji ika kata “keipasti ian” di igabungkan deingan kata “hukum” maka 

meinjadi i keipasti ian hukum, yang di iarti ikan seibagai i peirangkat 

hukum suatu neigara yang mampu meinjami in hak dan keiwaji iban 

seiti iap warga neigara. Keipasti ian hukum meingandung dua 

peingeirti ian: peirtama, adanya aturan yang beirsi ifat umum yang 

dapat meingaki ibatkan i indi ivi idu meimahami i peirbuatan apa yang 

di ipeirboleihkan dan ti idak boleih di ilakukan, keidua beirupa keiamanan 

hukum bagi i iindi ivi idu dari i keiseiweinangan peimeiri intah kareina 

deingan adanya peiraturan yang beirsi ifat umum teirseibut i indi ivi idu 

 
15 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Edisi 59, 2019, h. 9. 
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akan meimahami i apa saja yang di ibeibankan atau diilakukan oleih 

Neigara teirhadap i indi ivi idu i itu seindi iri i

16. 

Keipasti ian hukum adalah ajaran yang beirasal dari i ajaran 

Yuri idi is–Dogmati ik, di imana ajaran teirseibut meirupakan ajaran yang 

di idasarkan pada ali iran peimi iki iran posi iti iviiti is hukum. Ajaran i ini i 

ceindeirung meili ihat hukum seicara otonom, mandi iri i, dan meinurut 

peinganut ali iran atau peimi ikiiran i ini i beirpeindapat bahwa hukum 

hanyalah seikumpulan aturan. Ali i

17, meinyatakan bahwa tujuan 

hukum hanya seikeidar untuk meiwujudkan keipasti ian hukum, 

di imana keipasti ian i ini i di iwujudkan oleih hukum meilalui i siifatnya 

yang hanya meimbuat aturan yang beirsi ifat umum. Aturan hukum 

yang beirsi ifat umum meimbuktiikan bahwa hukum ti idak beirtujuan 

untuk meiwujudkan keiadi ilan atau keimanfaatan meilainkan seimata-

mata untuk keipasti ian. 

Keipasti ian hukum meirupakan suatu ci iri i khas yang ti idak 

dapat di ipi isahkan deingan hukum teirutama hukum yang beirsi ifat 

teirtuli is. Tanpa ni ilai i keipasti ian, hukum akan keihi ilangan makna 

kareina ti idak dapat lagi i di ijadi ikan seibagai i peidoman dalam pri ilaku 

hi idup manusiia. Guna untuk meimbeiri ikan jami inan keipasti ian dalam 

hukum, maka ei-mai il seibagai i salah satu alat bukti i eileiktroni ik 

 
16 Yanto, O. (2020). Negara hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia. Pustaka Reka Cipta: Bandung.  
17 Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis). Gunung 

Agung: Jakarta, h. 82-83.  
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khususnya dalam hukum acara peirdata harus meindapatkan teimpat 

atau aturan yang teirpeiri inci i teirutama dalam aturan hukum acara 

peirdata yang beirlaku saat i ini i. 

Keipasti ian hukum meingheindaki i adanya upaya peingaturan 

hukum dalam peirundang-undangan yang di ibuat oleih pi ihak yang 

beirweinang dan beirwi ibawa, seihi ingga aturan-aturan i itu meimi iliiki i 

aspeik yuri idi is yang dapat meinjami in adanya keipasti ian bahwa 

hukum beirfungsi i seibagai i suatu peiraturan yang harus di itaati i. 

Keipasti ian Hukum, Seicara normati if, keipasti ian hukum dapat 

di iarti ikan seibagai i seibuah peiraturan peirundang-undangan yang 

di ibuat seirta di iundangkan deingan pasti i. Hal i ini i di ikareinakan 

keipasti ian hukum dapat meingatur deingan jeilas seirta logi is 

seihi ingga ti idak akan meini imbulkan keiraguan apabi ila ada 

multiitafsi ir. 

c. Teiori i Peimbukti ian Hukum 

Deifi ini isi i peimbukti ian meirupakan proseis bagai imana alat-alat 

bukti i di ipeirgunakan, di iajukan ataupun di ipeirtahankan dalam 

hukum acara yang beirlaku. Adapun tujuan dari i peimbukti ian 

adalah untuk meingambi il putusan yang beirsi ifat deifi ini iti if, pasti i, 

ti idak meiragukan, dan meimi iliiki i aki ibat hukum. 
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Meinurut Fuady18 hukum peimbukti ian meirupakan bagi ian daii 

proseis beiracara, bai ik i itu acara peirdata maupun hukum acara 

lai innya yang di ilakukan deingan di iseirtai i adanya alat-alat bukti i 

yang sah, ti indakan yang di ilakukan deingan proseidur teirteintu 

untuk meingeithaui i suatu peirtanyaan atau ti indakan khususnya 

peirnyataan yang di ipeirsangkakan dalam peingadi ilan yang di iajukan 

oleih salah satu pi ihak di i peingadi ilan i itu beinar atau ti idak atau ti idak 

seisuai i deingan apa yang di inyatakan. Meinurut Fuady19 teiori i hukum 

peimbukti ian suatu alat bukti i yang dapat di ipakai i seibagai i alat bukti i 

di i peingadi ilan harus meimeinuhi i syarat seibagai i beiri ikut: 

a) Di ipeirkeinankan oleih undang-undang untuk di ipakai i seibagai i 

alat bukti i. 

b) Reili iabi iliity, yai itu alat buktii teirseibut dapat diipeircaya 

keiabsahannya (ti idak palsu). 

c) Neiceissi ity, yai itu alat bukti i teirseibut meimang di ipeirlukan 

untuk meimbuktiikan suatu fakta. 

d) Reileivancei, yai itu alat bukti i teirseibut meimpunyai i reileivansi i 

deingan fakta yang akan di ibuktiikan. 

Seicara fi isi ik alat bukti i dalam peirsi idnagan di ibagi i dalam 3 

kateigori i, yai itu: 

 
18 Fuady, M. (2006). Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata). PT. Citra Aditya Bakti: 

Bandung, h.20. 

19 Fuady, M. (2006). Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata). PT. Citra Aditya Bakti: 

Bandung, h. 4.  
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a) Alat bukti i teisti imoni ial, yai itu peimbukti ian yang di iucapkan 

(oral teisti imony) yang di ibeiri ikan oleih saksi i di i hadapan 

peingadi ilan. 

b) Alat bukti i beirwujud, yai itu modeil – modeil alat bukti i yang 

dapat di ili ihat wujud atau beintuknya yang meimi ili iki i pri insi ip 

seibagai i beiri ikut: 

i. Alat buktii ri ii il, yaiitu jeini is alat buktii yang beirupakan 

beinda nyata yang ada di i teimpat keijadi ian peirkara. 

ii. Alat bukti i deimonstrati if, yai itu jeini is alat bukti i yang 

meirupakan beinda yang nyata teitapi i bukan meirupakan 

beinda yang ada di i teimpat keijadi ian. 

c) Alat bukti i beirwujud teitapi i beirsi ifat teisti imoni ial. 

Tujuan peimbukti ian adalah untuk meimbeiri ikan keiyaki inan 

keipada haki im teintang bagai imana keibeinaran yang ada, maka dari i 

i itu yang harus di ibuktiikan adalah peiri isti iwa atau keijadi ian-keijadi ian 

yang di ikeimukakan oleih para pi ihak yang masi ih beilum jeilas asal-

asul keibeinarannya. Peimbukti ian sangat di ipeirlukan dalam proseis 

peingadi ilan suatu peirkara di i muka peirsi idangan dan di igunakan 

dalam peirkara-peirkara untuk meinghasi ilkan peineitapan. Dalam 

suatu proseis peirdata yang meinjadi i tugas hakiim dalam hal iini i 

adalah untuk meili ihat atau meinyeili idi ikii apakah ada hubungan yang 

dapat di ijadi ikan dasar gugatan yang beinar-beinar teirjadi i. 
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Hukum peimbukti ian adalah suatu rangkai ian peiraturan tata 

teirti ib yang harus di ipeidomani i Haki im dalam proseis peirsi idangan 

untuk meinjatuhkan putusan bagi i peincari i keiadi ilan. Dalam si isteim 

hukum Iindoneisi ia, teirnyata status hukum peimbukti ian ti idak hanya 

di iteimukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), teitapi i juga 

di iatur (di iteintukan) dalam Hukum Mateiri ii il dapat diiarti ikan bahwa 

Hukum Peimbuktiian dalam klasi ifi ikasi i Hukum Mateiri ii il adalah 

untuk meinjamiin peineirapan Hukum Mateiri ii il teirseibut dalam proseis 

peirsi idangan. Tujuan peineigakan hukum i ialah peingaturan hi idup 

seicara damai i (Vreidei, peiacei) yang harus di ipeirtahankan meilalui i 

proseis peineigakan hukum. 

Seicara umum peiranan hukum dalam peirsi idangan peirdata 

adalah meilakukan peini ilai ian teirhadap bukti i-bukti i dan fakta-fakta 

yang meimi ili iki i hubungan kausal antara keiduanya, yang di iajukan 

keidua beilah pi ihak. Dalam si isteim hukum Iindoneisi ia, Yuri isprudeinsi i 

adalah salah satu sumbeir hukum seihi ingga deingan si isteim teirseibut 

Mahkamah Agung seibagai i peingadi ilan teirti inggi i dari i seimua 

li ingkungan peiradi ilan di iharapkan leibi ih mampu meinjalankan 

peiranan peimbangunan hukum iitu meilalui i proseis peineimuan 

hukum.  

Seisuai i fungsi inya, Mahkamah Agung beirpeiran meinci iptakan 

Yuri isprudeinsi i. Peinci iptaan juri isprudeinsi i harus meingacu pada 
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common basi ic i ideia yang beirdi imeinsi i ganda. Pandangan i ini i 

beirmanfaat ti idak hanya untuk peidoman keirja para haki im dalam 

peilaksanaan fungsi i peiradi ilan, teitapi i juga untuk kri iteiri ia peineituan 

klasi ifi ikasi i yuri isprudeinsi i. Ada 4 (eimpat) teiori i peimbukti ian yang 

di ikeinal dalam seijarah hukum peimbuktiian yai itu Posi itiif Weitteili ijk 

Beiwi ijstheiori i, Convi icti ion Iinti imei, Convi icti ion Rai isonnei, dan 

Neigati ieif Weitteili ijk Beiwi ijstheiori iei. 

1.6    Penelitian Terdahulu 

1.6.1 Peineili iti ian yang teilah di ilakukan oleih Aleixandeir L. Cahyadi i deingan 

judul “Keiabsahan Alat Buktii Eileiktroni ik dalam Peimbuktiian Hukum 

Piidana di i Iindoneisi ia”20. Tujuan peineili iti ian i ini i adalah untuk (1) 

meingeitahui i bagai imana peingaturan alat bukti i eileiktroni ik di i Iindoneisi ia 

yang meineintukan keiabsahan alat bukti i eileiktroni ik dalam peimbukti ian 

hukum piidana, (2) meingeitahui i bagai imana peingeicuali ian teirhadap 

keiabsahan alat bukti i eileiktroni ik dalam peimbukti ian hukum pi idana di i 

Iindoneisi ia. 

Peineili iti ian i ini i meinggunakan jeini is peineili iti ian hukum normati ivei. Hasi il 

dalam peineili iti ian i ini i, yai itu (1) peingaturan alat buktii eileiktroni ik di i 

Iindoneisi ia yang meineintukan keiabsahan alat bukti i eileiktroni ik dalam 

peimbukti ian hukum pi idana, yai itu dalam KUHAP beilum di iteiri ima adanya 

alat bukti i eileiktroni ik, teitapi i alat bukti i eileiktroni ik, namun alat bukti i 

 
20 Alexander L. Cahyadi, Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum 

pidana di Indonesia, Lex Crimen, 8(8), 2019.  
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eileiktroni ik dapat di ipeirlukan seibagai i barang bukti i yang sah walaupun 

masi ih ada peirbeidaan dalam meirumuskan alat bukti i eileiktroni ik teirseibut 

dalam undang-undang yang beirsangkutan. (2) Peingeicuali ian teirhadap 

keiabsahan alat bukti i eileiktroni ik dalam peimbukti ian hukum pi idana di i 

Iindoneisi ia yai itu ji ika alat bukti i teirseibut di ipeiroleih deingan cara yang ti idak 

sah atau unlawful leigal eivi ideincei antara lai in di ipeiroleih bukan oleih atau 

atas peiri intah peineigak hukum. 

1.6.2 Tahun 2020, Ri icky dan Rahadi itya meilakukan peineili iti ian deingan judul 

“Keiabsahan Alat Bukti i Eileiktroni ik Beirupa Reikaman dalam Proseis 

Peimbuktiian di i dalam Peineigakan Hukum Pi idana (Studi i Kasus Putusan 

Nomor: 661/PIiD.B/2016/PN.BLB)”21. Rumusan masalah dalam 

peineili iti ian i ini i, yai itu (1) bagai imana keikuatan peimbukti ian alat bukti i 

eileiktroni ik beirupa reikaman?, dan (2) bagai imana keiabsahan alat bukti i 

eileiktroni ik beirupa reikaman dalam proseis peimbuktiian di i dalam 

peineigakan hukum pi idana (studi i kasus Putusan Nomor 

661/Piid.B/2018/PN.Blb). 

Peineili iti ian i ini i meinggunakan meitodei peineili iti ian yuri idi is normati ivei. Hasi il 

dalam peineili iti ian i ini i, yai itu (1) alat bukti i eileiktroni ik dapat di ikatakan sah 

ji ika seisuai i deingan syarat-syarat formi il dan mateiri il dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan teitap meimeigang teiguh tujuan dari i 

peimbukti ian yakni i guna meimbuat teirang suatu peirmasalahan hi ingga 

haki im dapat meingambi il seibuah putusan seiadi il-adi ilnya. (2) Putusan 

 
21 Ricky V. T. Jaya, Keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses 

pembuktian di dalam penegakan hukum pidana (studi kasus putusan 

nomor:661/PID.B/2016/PN.BLB), Jurnal Hukum Adigama, 3(2), 2020.  
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Peingadi ilan Neigeiri i Balei Bandung Nomor 661/Piid.B/2018/Pn.BLB 

teirkai it kasus teirdakwa beirnama Dahlan Si ingari imbun (Alm) yang 

teirbukti i seicara sah dan meiyaki inkan meilakukan seibuah peirbuatan 

pi idana yang di iatur dalam ki itab undang-undang hukum pi idana dalam 

pasal 351 teirkai it meingeinai i peimaksaan untuk meilakukan atau ti idak 

meilakukan seisuatu, dan di iajukanya seibuah alat bukti i eileiktroni ik beirupa 

reikaman yang di iajukan seibagai i alat bukti i. 

Namun keiputusan haki im meingacu pada Putusan Mahkamah Konsti itusii 

Nomor 20/PUU-XIiV/2016 meingeinai i alat bukti i eileiktroni ik, haki im 

meinyatakan bahwasanya dalam meingajukan bukti i eileiktroni ik harus 

di imiinta oleih peineigak hukum dalam rangka peineigakan hukum, seibuah 

putusan yang di ikeiluarkan oleih haki im ti idak seisuai i deingan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan i itu seindi iri i seihi ingga meinghasi ilkan 

seibuah keiputusan yang kurang bi ijaksana yang akhi irnya ni ilai i 

peimbukti ian yang meimbuat teirang suatu peirmasalahan ti idak dapat 

teircapai i dan di ikeisampi ingkan, meimbuat seibuah peiri isti iwa hukum 

meinjauh dari i ni ilai i keiadi ilan yang di ijunjung oleih hukum i itu seindiiri i.  

1.6.3 Rujukan teirakhi ir meingacu pada peineili iti ian yang di ilakukan oleih Ii 

Neingah Ari iana deingan judul “Ti injauan Yuri idi is teirhadap Keidudukan 

Alat Bukti i Eileiktroni ik beirdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-

XIiV/2016”22. Tujuan peineili iti ian i ini i adalah untuk (1) meingkajii 

peingaturan hukum teirhadap keidudukan alat bukti i eileiktroni ik dan (2) 

 
22 I Nengah Ariana, Tinjauan Yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik 

berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, Unes Law Review, 5(1), 2022. 
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aki ibat hukum Putusan MK Nomor 20/PUU-XIiV/2016. Peineili itiian i inii 

meinggunakan meitodei peineili iti ian yuri idiis normatiivei. Hasi il peineili itiian i ini i, 

yai itu: 

a. Peingaturan hukum keidudukan alat bukti i eileiktroni ik di i Iindoneisi ia 

pada Undang-Undang IiTEi meingalami i peirubahan seijak Putusan MK 

20/PUU-XIiV/2016, yang teilah meimbeiri ikan peinafsi iran teirhadap 

frasa i informasi i eileiktroni ik dan/atau dokumein eileiktroni ik dan/atau 

hasi il ceitaknya harus di ilakukan dalam rangka peineigakan hukum dan 

atas peirmi intaan Keipoli isiian, keijaksaan, komi isi i peimbeirantasan 

korupsi i dan/atau i instiitusi i peineigak hukum laiinya di i Iindoneisi ia 

deingan meilalui i proseis dan tahapan seibagai i proseidur peinggunaan 

alat bukti i eileiktroni ik yang beinar hi ingga alat bukti i eileiktroni ik dapat 

beirlaku seicara sah dalam proseis peimbukti ian. 

b. Aki ibat hukum dari i Putusan MK Nomor 20/PUU-XIiV/2016 

teirhadap keidudukan hukum alat bukti i eileiktroni ik beiri impli ikasi i pada 

fungsi i buktii eileiktroni ik dalam hukum acara pi idana yakni i ti imbulnya 

keiti idakpasti ian hukum teirhadap keiabsahan alat bukti i eileiktroni ik 

dalam peirsi idangan dan juga meinculnya peirbeidaan peingaturan, 

keiabsahan teirhadap alat buktii eileiktroni ik di iteintukan beirdasarkan 

proseidur yang teilah di iteintukan seihi ingga dapat beirlaku sah, 

seihi ingga alat bukti i eileiktroni ik yang sah di igunakan meirupakan alat 

bukti i eileiktroni ik yang teilah teirveiri ifi ikasi i atas keimurni ian sumbeirnya.  
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1.7    Metode Penelitian 

1.7.1     Jenis Penelitian 

Jeini is peineili iati ian yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah 

li ibrary reiseiarch atau studii pustaka. Peindeikatan peineili iti ian yang 

di igunakan dalam peineili itiian i ini i adalah yuri idi is normatiivei, untuk 

meingkaji i hukum yang di ikonseipkan seihi ingga beirbeintuk bai ik seibagai i 

norma maupun kai idah hukum yang beirlaku di i masyarakat23. Peineili iti ian 

hukum normati ivei adalah proseis peineili iti ian untuk meineili iti i dan meingkaji i 

teinang hukum seibagai i norma, aturan, asas hukum, pri insi ip hukum, 

doktri in hukum, teiori i hukum dan keipustakaan lai inya untuk meinjawab 

peirmasalahan yang di i teili itii

24. Beibeirapa unsur-unsur norma hukum yang 

dapat meinjadi i objeik kaji ian peineili iti ian hukum normati ivei

 25. 

1.7.2     Metode Pendekatan 

Peindeikatan peineili iti ian meirupakan cara pandang peineili iti i dalam 

meimi iliih ruang bahasan yang di iharap mampu meimbeiri i keijeilasan urai ian 

dari i suatu substansi i karya i ilmi iah26. Beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian hukum 

normatif, antara lain: 

a. Pendekatan Peraturan Perundangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan makna dan 

tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran 

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia-UI 

Press, 2010, h.51 
24 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.88. 
25 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.93.  
26Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.121. 
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gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran 

otentik, argumentatun a contrarium dan berbagai metode 

penafsiran yang lainnya. 

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan 

perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat 

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik 

dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Konsep merupakan buah pikiran seseorang atau 

sekelompok orang yang dinyatakan dalam defenisi sehingga 

melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip, hukum, dan teori. 

Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui 

generalisasi dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami 

perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru, 

sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan meramalkan 

sesuatu pengetahuan. Pendekatan konsep  adalah suatu 

pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep 

tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati 

bagaimana konsep itu diperoleh. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan mengulas 

prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik 

yang dikaji. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

1.7.3     Sumber Bahan Hukum 

Sumbeir bahan hukum utama dalam peineili iti ian hukum normatiive i 

adalah data keipustakaan27. Bahan hukum adalah seigala seisuatu yang 

dapat di ipakai i atau di ipeirlukan untuk tujuan meinganali isi is hukum yang 

beirlaku28. Sumbeir bahan hukum dalam peineili iti ian i ini i, yai itu:  

a. Bahan hukum pri imeir, yai itu:  

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 IiTEi; 

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 IiTEi; 

c) Putusan Mahkamah Konstiitusi i Nomor 50/PUU-VIi/2008; 

d) Putusan Mahkamah Konstiitusi i Nomor 2/PUU-VIiIi/2009; 

e) Putusan Mahkamah Konstiitusi i Nomor 5/PUU-VIiIiIi/2010; 

f) Putusan Mahkamah Konstiitusi i Nomor 20/PUU-XIiV/2016; 

b. Bahan hukum seikundeir, yai itu: 

a) Buku  

b) Jurnal Peineili iti ian 

 
27 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 111.  
28 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 111. 
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1.7.4     Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Peineili iti ian hukum normati ivei di iawali i oleih konseip norma hukum, 

dalam peineili iti ian hukum normati ivei bahan hukum yang di igunakan29, 

yai itu:   

a. Bahan hukum pri imeir, yai itu bahan hukum yang meingi ikat teirdi iri i 

dari i: 

a) Norma atau kai idah dasar, yai itu Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945 dan 

amandeimeinnya. 

b) Peiraturan dasar yang meili iputii; batang tubuh Undang-

Undang Dasar 1945 dan Keiteitapan MPR (Majeili is 

Peirmusyawaratan Rakyat). 

c) Peiraturan peirundang-undangan: dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 teintang Peimbeintukan 

Peiraturan Peirundang-Undangan keimudi ian di iubah deingan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di ijeilaskan bahwa 

jeini is dan hi irarki i peiraturan peirundang-undangan yang teirdi iri i 

atas: 

i. Undang-Undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia 

Tahun 1945 

ii. Keiteitapan Majeili is Peirmusyawaratan Rakyat 

iii. Undang-Undang 

 
29 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.109.  
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iv. Undang-Undang/ Peiraturan Peimeiri intah Peingganti i 

Undang-Undang 

v. Peiraturan Peimeiri intah 

vi. Peiraturan Preisi idein 

vii. Peiraturan Daeirah Provi insi i dan 

viii. Peiraturan Daeirah Kabupatein/Kota 

d) Bahan hukum yang ti idak di ikodi ifi ikasi i, seipeirti i hukum adat 

e) Yuri isprudeinsi i 

f) Traktat 

g) Bahan hukum dari i zaman peinjajah sampai i seikarang yang 

masi ih beirlaku, seipeirti i KUHP, KUHPeirdata, KUHD dan 

lai in-lai in. 

b. Bahan hukum seikundeir, yai itu bahan yang meimbeiri ikan peinjeilasan 

meingeinai i bahan hukum pri imeir, seipeirti i rancangan Undang-

Undang, buku teiks, hasi il-hasi il peineili iti ian dalam jurnal dan 

majalah, atau peindapat pakar di i bi idang hukum. 

Dalam peineili iti ian i ini i meinggunakan teikni ik peingolahan bahan 

hukum yang dapat di ijeilaskan seibagai i beiri ikut: 

a. Eidi itiing, yai itu peimeiri iksaan ulang teirhadap bahan hukum yang 

di ipeiroleih teirutama dari i keileingkapannya, keijeilasan makna, dan 

keiseisuai ian, seirta reileivansi inya deingan keilompok lai innya. 

b. Peingkodeian, yai itu peimbeiri ian tanda atau catatan untuk 

meimbeidakan jeini is sumbeir bahan hukum (li iteiratur, undang-
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undang, dan dokumein), peimeigang (hak ci ipta, seipeirti i nama 

peinuli is, tahun peineirbi itan), dan urutan rumusan masalah. 

c. Reikonstruksi i bahan hukum, yai itu peinyusunan ulang bahan 

hukum yang di ilakukan seicara teiratur, beirurutan, logi is, seihi ingga 

meinjadi i mudah untuk di ipahami i dan di ii inteirpreitasi ikan. 

d. Siisteimati is bahan hukum, yai itu meineimpatkan bahan hukum seicara 

beirurutan seisuai i deingan urutan keirangka si isteimati ika bahasan 

yang di idasarkan pada urutan masalah. 

1.7.5     Teknik Analisis Bahan Hukum 

Anali isi is data meirupakan proseis meingorgani isasi ikan dan 

meingurutkan data kei dalam pola, kateigori i, dan satuan urai ian dasar, 

seihi ingga dapat di iteimukan teima dan dapat diirumuskan hi ipoteisi is keirja 

seipeirti i yang di isarankan oleih data30. Teikni ik anali isiis yang di igunakan 

dalam peineili iti ian i ini i adalah anali isi is kuali itati if. Anali isi is kuali itati if 

meirupakan anali isi is data yang tiidak meinggunakan angka, meilai inkan 

meimbeiri i gambaran-gambaran (deiskri ipsi i) deingan kata-kata atas teimuan-

teimuan dan kareinanya leibi ih meingutamakan kuali itas data dan bukan 

kuanti itas31. Meitodei anali isi is data yang di igunakan dalam peineili iti ian i inii

32, 

yai itu: 

a. Iideinti ifi ikasi i fakta hukum seibagai i langkah awal; dapat beirupa 

peirbuatan, peiri isti iwa, atau keiadaan-keiadaan 

 
30 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.114.  
31 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h.118.  
32 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres Press, 2022, h. 120.  
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b. Peimeiri iksaan atau peineimuan hukum yang teirkai it deingan fakta 

hukum (norma yang konkri it); meilakukan peimeiri iksaan atau 

peineimuan peirundang-undangan untuk meineimukan konseip-

konseip hukum; i indi ikator peiri ilaku, atau peirbuatan yang di ilarang, 

di iboleihkan dan di ipeiri intahkan 

c. Peineirapan hukum; peineirapan norma hukum teirhadap fakta 

hukum 

1.8    Sistematika Penulisan 

1.8.1 Bab Ii: Peindahuluan 

Bab Ii peindahuluan meimbahas teintang latar beilakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan peineili iti ian, manfaat peineili iti ian, tiinjauan pustaka, 

peineili iti ian teirdahulu, meitodei peineili iti ian dan si isteimati ika peineili iti ian yang 

di igunakan peineili iti i dalam meilakukan peinyusunan peineili iti ian. 

1.8.2 Bab IiIi: Keiabsahan Dokumein Eileiktroni ik seibagai i Alat Bukti i dalam 

Peimbuktiian Peirsi idangan Hukum Acara Mahkamah Konsti itusii 

Bab IiIi meimbahas hasi il dari i keiabsahan dokumein eileiktroni ik seibagai i 

alat bukti i dalam peimbukti ian peirsi idangan Hukum Acara Mahkamah 

Konsti itusii yang di ijabarkan dalam masi ing-masi ing sub bab seibagai i beiri ikut: 

a. Alat bukti i yang meinjeilaskan teintang peingeirti ian alat bukti i beiseirta 

deingan macam-macam si isteim peimbukti ian. 

b. Alat bukti i eileiktroni ik yang meinjeilaskan teintang peingeirti ian alat buktii 

eileiktroni ik beirdasarkan Undang-Undang teintang IiTEi dan 

peirkeimbangan alat bukti i eileiktroni ik. 
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c. Anali isi is dan peimbahasan keiabsahan dokumein eileiktroni ik seibagai i 

alat bukti i dalam peimbukti ian peirsi idangan hukum acara mahkamah 

konsti itusii yang meimbahas teintang pasal-pasal yang teirkai it deingan 

dokumein eileiktroni ik seihi ingga dapat di igunakan untuk meinari ik 

keisi impulan apakah dokumein eileiktroni ik meimi iliiki i keiabsahan dalam 

peimbukti ian peirsi idangan hukum acara mahkamah konsti itusii. 

1.8.3 Bab IiIiIi: Keikuatan Peimbuktiian Dokumein Eileiktroni ik dalam Hukum 

Mahkamah Konsti itusi i dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Teintang 

IiTEi di ipeirbarui i Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Teintang IiTEi  

Bab IiIiIi meimbahas hasi il teirkai it keikuatan peimbuktiian dokumein 

eileiktroni ik dalam Hukum Acara Mahkamah Konsti itusii dan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Teintang IiTEi di ipeirbarui i Undang-Undang No. 

19 Tahun 2016 Teintang IiTEi yang di ijabarkan dalam masi ing-masi ing sub 

bab seibagai i beiri ikut: 

a. Peirubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Teintang IiTEi dan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Teintang IiTEi yang meimbahas 

teintang pasal-pasal yang teirkai it deingan peimbahasan. 

b. Anali isi is dan peimbahasan keikuatan peimbukti ian dokumein eileiktroni ik 

dalam hukum acara mahkamah konsti itusii dan Undang-Undang No. 

11 Tahun 2008 Teintang IiTEi yang di ipeirbaruhi i deingan Undang-

Undang No. 18 Tahun 2016 yang beiri isi i beibeirapa hasi il putusan 

mahkamah konsti itusi i teirkai it deingan keikuatan peimbuktiian dokumein 

eileiktoroni ik dalam hukum acara mahkamah konsti itusii. 
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1.8.4 Bab IiV: Peinutup  

Bab IiV peinutup yang beiri isi ikan keisi impulan dari i hasi il uraiian 

peimbahasan yang teirdapat dalam BAB IiIi dan BAB IiIiIi seirta saran dari i 

peineili iti i yang beirkai itan deingan peineili iti ian yang teilah di ilakukan. 

  


